
BAB VI 

KESIMPULAN 

 

Berdasarkan hasil penelitian, maka dalam bab ini akan 

dikemukakan kesimpulan dari hasil temuan penelitian dan memberikan 

beberapa saran sesuai dengan temuan penelitian dari tujuan penelitian ini: 

1. Dari hasil penelitian tentang pelayanan publik pada Kantor Urusan 

Agama Kecamatan Dumai Selatan Kota Dumai berada pada 

kategori baik, pernyataan ini dapat dilihat dalam penelitian yang 

dilakukan terhadap lima belas sub indikator dari 72 responden 

diperoleh total skor 2.511 dengan persentase 77,5%. 

2. Adapun faktor pendukung di dalam pelaksanaan pelayanan publik 

pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Dumai Selatan Kota Dumai 

adalah sebagai berikut: 

a. Terdapat Assurance pada Kantor Urusan Agama Kecamatan 

Dumai Selatan Kota Dumai. Hal ini dibuktikan dengan tanggung 

jawab jaminan akan produk atau hasil yang telah dikeluarkan 

oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dumai Selatan Kota 

Dumai sudah sesuai dengan data yang diberikan masyarakat 

serta mengacu pada prosedur pelayanan yang telah ditetapkan. 

b. Terdapat Empathy pada Kantor Urusan Agama Kecamatan 

Dumai Selatan Kota Dumai. Hal ini dibuktikan dengan sikap 

cepat tanggap pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan 
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Dumai Selatan Kota Dumai dalam memberikan solusi dari setiap 

permasalahan yang dibutuhkan masyarakat dengan cepat, 

sehingga masyarakat merasa terlayani dengan baik. 

Sedangkan faktor penghambat pelayanan publik pada Kantor 

Urusan Agama Kecamatan Dumai Selatan Kota Dumai adalah 

sebagai berikut: 

a. Masih kurangnya Tangibles pada Kantor Urusan Agama 

Kecamatan Dumai Selatan Kota Dumai. Hal ini dibuktikan 

dengan masih adanya sarana dan prasarana yang kurang 

memadai, seperti bangunan Kantor Urusan Agama Kecamatan 

Dumai Selatan Kota Dumai khususnya pada bagian atap yang 

sudah mulai roboh dan kurangnya ruang penyimpanan arsip 

sehingga membuat Kantor Urusan Agama Kecamatan Dumai 

Selatan Kota Dumai kurang tertata rapi. 

b. Masih kurangnya Responsiveness pada Kantor Urusan Agama 

Kecamatan Dumai Selatan Kota Dumai. Hal ini dibuktikan 

dengan kurangnya kerjasama antar pegawai Kantor Urusan 

Agama Kecamatan Dumai Selatan Kota Dumai dalam 

memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dimana masyarakat 

yang akan melakukan pelayanan harus mengantri kepada satu 

pegawai, sehingga ini akan menimbulkan ketidakefektifan pada 

saat proses pelayanan. 
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